
KABAG HUKUM OPD PENGUSUL 

  

 

 

 

 

BUPATI  PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 

NOMOR :  47     TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  : Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sasaran, pagu 

anggaran, program dan kegiatan, target kinerja serta penambahan 

kelompok sasaran kegiatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Probolinggo tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewah Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1965 Nomor 19); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomo 47. Tambahan Lembaran Negara Regara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104 , Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                        

Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5234)  sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang   

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia                      

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23                     

Tahun 2014 tentang Pemerintahah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5679) 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                        

Nomor 6757); 
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9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                         

Nomor 6856); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang              

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia                     

Tahun 2019 Nomor 6402); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Pemerintahan  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia                 

Tahun 2017 Nomor 1312); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08               

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo                 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo  

Tahun 2008 Nomor 7 Seri E); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6                    

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo                    

Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah 

demgan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran 

Daerah kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6                    

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD Daerah) Kabupaten Probolinggo 

Tahun 2018-2023  (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 

Tahun 2019 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah 

demgan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2 Seri E); 

 



 

KABAG HUKUM OPD PENGUSUL 

  

 

5 

22. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 40 Tahun 2022 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2022 Nomor 40 Seri G) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42  

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Probolinggo Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo                     

Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo                    

Tahun 2023 Nomor 38 Seri G); 

23. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 18 Tahun 2023 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo                     

Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo 

Nomor 18 Seri G). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA 

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 . 

 

Pasal 1 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 

yang telah disesuaikan pada hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Tahun 2023. 

 

Pasal 2 

(1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 berpedoman pada : 

a. perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; 

b. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan 

Triwulan II Tahun berkenaan. 
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(2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 terdiri atas : 

a. perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, mencakup : 

- analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 

- analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai 

dengan Triwulan II tahun berkenaan; 

- penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah. 

b. penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. 

 

Pasal 3 

(1) Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sebagai berikut : 

BAB   I  : PENDAHULUAN 

 BAB  II  : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 

BERKENAAN 

BAB  III  : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

  BAB  IV    : PENUTUP 

(2) Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dengan peraturan ini. 

 

Pasal  4 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2023 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun 

Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan                             

Belanja Daerah (RKA P-APBD) Tahun Anggaran 2023. 

 
Pasal 5 

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 

Anggaran 2023. 
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Pasal  6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah                   

Kabupaten Probolinggo. 

 

 Ditetapkan di                Probolinggo 

  Pada tanggal  31  Agustus  2023 

Plt. BUPATI PROBOLINGGO 

ttd 

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO 

Diundangkan di         Probolinggo 

Pada tanggal  31 Agustus  2023 

        SEKRETARIS DAERAH 

                       ttd 

     UGAS IRWANTO, S.Sos. Msi 

          Pembina Utama Muda 

     NIP. 19690515 199003 1 009 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 47 SERI G 

 

Salinan sesuai dengan aslinya : 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Pemerintahan dan Kesra 

u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

PRIYO SISWOYO, SH, MH 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19680412 199103 1 025



8 

 

KABAG HUKUM OPD PENGUSUL 

  

 

 

 


